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Sehubungan dengan surat Saudara No: 1021-1.922 tanggal 16 Januari 2017,
bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melekukan evaluasi penawaran, kelompok kerja ULP harus berpedoman
pada tata cara/krileria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan dilarang
melakukan tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah; menambah, mengganti
dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan. Seteiah batas akhir pemasukan penawaran
sebagaimana diatur dalam pasal 79 Perpres 54 tehan 2010 beserta perubahannya.

2. Untuk ity bilamana Pokja ULP sidah melaksanakan pemilihan penyedia barangfjasa
sesuai dengan kefenluan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan maka tindakan
tersebut sudah sejalan dengan ketentuan pada pasal 79 Perpres 54 tahun 2010 beserta
perubahannya, : ‘

3. Terkait dengan pemberlakuan SNI dalam pengadaan barangfjasa pemerintah dapal

disampaikan bahwa :

a. Berdasarkan pasal 96 ayal (3) huruf a Perpres 54° tahun 2010 beseda
perubahannya, perjanjian/kontrak wajib mencantumkan persyaratan SNI atau
standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan
oleh inslansi terkait yang berwenang.

b. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemefintah No 102 tahun '2000 tentang
Standardisasi Nasional, dalam hal SN! berkaitan dengan kepentingan keselamatan,
keamanan, kesehatan masyarskat atau pelestarian fungsi fingkungan hidup

. danfalau pertimbangan ekonomis, instansi feknis dapat memberiakukan secara

| wajib sebagian alau keseluruhan spesifikasi feknis dan atau parameter dalam

Standar Nasional indonesia, .

4. Berdasarkan Pasal 21 Perpres No.106 Tahun 2007 tentang LKPP, bahwa salah salu
fugas LKPP adalah memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelésaian
sanggah -dan permasalshan hukum lainnya dj bidang perigadaan barang/jasa
pemerintah, oleh karena itu keputusan yang diambil terkait pernasalahan di atas
merupakan tanggung jawab Saudara, .

$. Apabila dikemudian hari ditemukan data fain yang berbeda dengan yang disampaikan ke
LKPP maka surat ini diriyatakan tidak berlaky.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih,

M. Aris Supryanic
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